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NOMOR 8 TAHUN 1885

TERNRTANG

PEHRENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS

PERTAHBANGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUHAS
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4.

bahws dalsm rangks pelaksanaan otonomi yang nyata,
dinsmis dan bertanggung jawab dengsn titik berat
di Dserah Tingkat II, berdasarkasn Peraturan Pemer-
intsh MNomor ... Tahun 1995 tentang ...... telah
diserahkan sebagian urusan pemerintahan di
bidang pertambangan kepada Daerah Tingkat II
sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;

bahwea sehubungsn dengan hal tersebut, untuk
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunsn secara berdayaguna dan berhasilguna
khususnys dalam bidang pertambsngan, maka perlu
mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pertambangan dengan Peraturan Daerah ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Daerah-daerah Kabupaten Daldam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1874 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negarsa
Tahun 1874 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3037);

Persturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1888 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 1888
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3373);

Persturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat
Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
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EBRBE iw ovn s 3o us KBlidesls e enns svsms amenm sns . (Lemba-~
ran Negara Republik<. ndonesia Tahun 195 Nomor ...
Tambahan Lembaran Jegara Republik; Indonesisa

Fricmy | 5. Peraturan Pemerintah Nomor ...... Tahun 1995 ten-
Nomor ... );

&

Keputusan Menteri Dal un Negeri Nomor 39 Tahun 1982
tentang Pedoman Organisasi Dinas Daer ah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1883
tentang Bentuk Peraturan Dserah dan Peraturan
Daerah Perubahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ‘97 Tahun 1993
tentang Pols Organisasi Pemerintan Daerah dan
Wilayah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun
. 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otono-
mi Daerah pada Daersh Tingkat II;

10. Peratursn Daerah Propinsi Daersah Tingkat I Jaws
Tengah Nomor .. Tahun 1985 tentang ............
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Tahun 1895 Seri .* Nomor ...);

Dengan Persetujusn Dewan Perwskilan Rakyst Daerah Kabupaten
Daersh Tingkat II Banyumas

HMEMUTUSZEKAN: ‘

Henetapkan : PERATURAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGEAT Il
. ' BARYUHAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANI_SASI DAN
TATARERJA DINAS PERTAMBANGANT :

BADR I
XKETENTUAN UMUH
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupsten Daersh Tingkat II Banyumas;

b. Pemerintah Daerah adalsah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Banyumas; !

¢. Bupati Kepala Daerah adalsh Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas; ’
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h.

Dews 1 Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daer ah Ksbupaten Dacrah Tingkat II Banyumas;

Dina s Pertsmbsngan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah
Ting kat II Banyumss; v

Kepa ls Dinas adalah Kepala Dinas Pertamb ngan Kabupaten Daerah
Ting sat II Banyumas;

Cabsng Dinas adslah Unsur Pelaksana Dinas Pertambangan yang
memptu nyai wilayah kerja meliputi 1 ( :atu) atau beberapa
Kecamatan; )
Unit Pelaksans Teknis Dinas yang selanjutnysa disebut UPTD
adalah unsur pelaksana teknis operasional dari senagdian tugas
Dinas Pertambsngan veng melaksanakan tugas teknis tertentu;
Jabat..n Fungsionsal adalsh Kedudukan yang menunjukkan tugas,
tsnggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suabu satusn orgsnisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan psda keshlian dan atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTURKAN

Pasal 2

Dengan Persturan Daerah ini dibentuk Dinss Pertambangan.

(1)

(2)

Din
Dae
tug

B AB R 8 4

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Pertambangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daersah
vang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut
kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga di bidang Pertam-
bangan.

Dinas Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas vyang
berads dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala
Daerah. ¢

Pasal 4

as Pertsmbangan mempunyai tugas pokok membauntu Bupati Kepala
rah dalam menyelenggsrakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan
as pembantusn di bidang Pertambangan.
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Pasal 5
4

Untuk menyelenggsrakan tugas pokok sebsgaimana dimaltsud dalam

Passal 4, Dinas Pertambangan mempunyai fungsi

a. perencsnassn  dsn perumussn kebijsksanaan teknls pertambangan
ses;uai dengan kebijaksanasn vang ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah berdssarkan ketentuan Peraturan Perundang-uadangan yang
her laku;

b. pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan penelitian, pemetaan
wilsayah pertambangan dan penginventarisasian perusahsaan/usaha
per tambangan;

¢. perbinaan, pengawasan dan pemantsuan usahsa pertambangan;

d. penanganan administrasi perijinan dan penetapan iuran usaha
pertambhsangan;

e. pelaksanasn sesusi dengan tugas pokoknya berdaserkan ketentuan
Peratursn Perundang-undangan yang berlaku;

f. penyelenggarsan tata usshs Dinas;

. g. pelaksansan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala
Deerah

BAB IV
ORGANTIGSASI
Pasal 5]

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan terdiri dari
a. Kepala Dinas;
b. Sub Bagian Tats Usshs terdiri dari
1. Urusan Umun;
2. Urusan Keuangan;
3. Urusan Perencanaan.
" ¢. Seksi Penataan Wilsyah Konservasi Pertambangan terdiri
dari '
1. Sub B8eksi Inventarisasi, Pemetasn Bahan Galisn dan Pe -
nyiapan Wilayah Pertambangsan;
2. Suab 8eksi Pensnggulangan Lingkungsan.
d. Seksi Bins Pengusahasn Pertambangan terdiri dari
1. Sab Seksi Penyispsn Perijinan dan Iuran Pertambangan;
2. Sub Seksi Laporan dan Dats Statistik;
3. Sub Seksi Bimbingan Pengusahasan.
e. Seksi Pengawasan Pertambangan terdiri dari : .
1. Sub Seksi Talascara / Teknik Penambangan dan Pengawasan
Pengusahaan ;
2. Sub Seksi Keséhatan, Keselamatsn Kerja dan Dampak Ling
kungan Pertambangan.
f. Cabsng Dinss ;
g€. Unit Pelsksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.




(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian
Ts a Usaha dan Seksi dipimpin olfh seorand Kepala B3eksi yang
ma sing-masing berads dibawah dan bertanggung Jjawab kepada
Kepala Dinasg

(3) Cibang Dinas dipimpin oleh ssorang Kepala Cabang Dinas yang
be rada di bawsh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Unit Pelsksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorsng Kepala UPTD
va 1€ berada dibawah dan bertanggung Jjawab kepada Kepals
Di; as

(5) RKelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga
Fungsional vang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan '’
bertanggung jawab kepads Kepala Dinas.

. Pasal 7

(1) Uraian tugas masing-masing unsur Organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 syst (1), diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati Kepsla Daeral.

~

(2) Bagan Susunan Organisssi Dinas Pegrtambangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Dserah ini. :

B AB ¥V
TATAEKERUJIA
Pasal 8

Tatakerja Dinas Pertambangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati Kepals Dserah.

B AB VI
KETENTUAN LAIN-LAIR

Pasal 9

Jenjang Jjabatan dan kepangkatan serta susunsan kepegawaian Dinas
Pertambangsn disbur sesnal dengan ketentuan Persatursn Perundang-
undangan vyang berlaku.




B AB
KETENTUAR PERUTUP
Pasal 10
Dengan ber'  unys Persturan Daerah ini maka ketentuan -~ketentuan
yvang berter .ngan dengan Peraturan Duerah ini dinyatekan tidak
berlaku lagi

Passl 11

Peraturar Da2erah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agsr supaya setiap orang dapat mengetshuinya, memerintahkan °

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Ksbupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Maret 1885

DEWAN PERWARILAR RAKYAT DAERAH - BUPATI KEPALA DAERAH TINGRAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IIX
BANYUHAS
KETUA,

BANYUMAS

Disshkan oleb ............ . cnvn Ve
dengan Surat Keputusan Nomor ....... cees
Tanggal .....ssssinsnidorn s e .
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